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Abstract 
The problem of this article was that Central Sulawesi Province was formed in 1964, but 
before that, it had participated in PON IV Makassar in 1957 and PON V Bandung in 1961. This 
article aims first, to explain the political conditions in Central Sulawesi from NIT period until the 
formation of Central North Sulawesi Province in 1960. Second, to explain the participation of 
Central Sulawesi in PON IV Makassar 1957 and PON V Bandung 1961. Third, to analyze the 
relationship between Central Sulawesi's participation in PON IV and PON V Bandung, with the 
politics of the effort, namely the formation of Central Sulawesi Province. This article used 
historical methods with sociological and political approaches. The results show that the struggle 
for the formation of Central Sulawesi Province was marked by the participation of Central 
Sulawesi in PON IV Makassar in 1957 and PON V Bandung in 1961. This article concludes that 
sports are a means of struggle for the formation of Central Sulawesi Province.   




Kehadiran kontingen Sulawesi Tengah 
di arena Pekan Olahraga Nasional (PON) IV di 
Makassar pada tahun 1957 dan PON V 
Bandung pada tahun 1961, tidak hanya 
dipandang sebagai peristiwa olahraga semata, 
tetapi juga memiliki aspek politik. Sebab, elite 
dan atlet Sulawesi Tengah menjadikan dua 
kejuaraan multievent tersebut sebagai sarana 
atau alat perjuangan pembentukan Provinsi 
Sulawesi Tengah. 
Artikel hasil penelitian ini mengikuti 
pendapat Duverger (2013, p. 239) bahwa 
asosiasi olahraga sebagai salah satu kelompok 
yang kadang-kadang memainkan peranan 
penting dalam kompetisi politik. Maurice 
Duverger menggolongkan asosiasi olahraga 
sebagai tirai bagi kegiatan politik. Qoriah 
(2015) berpendapat bahwa fenomena 
nasionalisme olahraga menunjukkan 
bagaimana olahraga dan kepentingan politik 
saling berhubungan erat. Ketika politisi, 
federasi olahraga, dan profesional sering kali 
menolak hubungan politik dan olahraga atas 
nama netralitas, sportif, dan meritokrasi, 
banyak yang percaya bahwa olahraga dan 
politik tidak dapat dipisahkan (Subkhan I, 
2018). 
Bagi Sulawesi Tengah, keikut sertaannya 
pada PON IV Makassar 1957, selain semangat 
integrasi politik, juga menjadi spirit untuk 
mewujudkan Provinsi Sulawesi Tengah, 
terpisah dari Sulawesi Utara. Begitu juga pada 
waktu Sulawesi Tengah tampil pada ajang 
yang sama yaitu PON V Bandung pada tahun 
1961, masih dalam kerangka perjuangan 
pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah. Pada 
waktu itu, Sulawesi Tengah merupakan 
wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tengah 
berdasarkan Undang-Undang No. 47 tahun 
1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I 
Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah 
Tingkat I Sulawesi Utara Tengah. 
Batasan temporal, waktu atau periode 
artikel hasil penelitian ini adalah tahun 1946 
sampai dengan 1964. Dimulai pada tahun 
1946, ketika terbentuk Negara Indonesia 
Timur (NIT) yang kemudian menjadikan 
Sulawesi Tengah sebagai satu dari 13 
kabupaten di wilayah NIT. Atas dasar itu, 
maka ketika mengikuti PON IV Makassar 
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pada tahun 1957 dan PON V Bandung pada 
tahun 1961, atlet dan official membawa nama 
Sulawesi Tengah karena adanya ingatan 
kolektif tentang batas teritorial Sulawesi 
Tengah pada masa NIT. Selanjutnya, dibatasi 
sampai tahun 1964 yang ditandai dengan 
terbentuknya Provinsi Sulawesi Tengah. 
Permasalahan yang dikaji dalam artikel 
hasil penelitian ini adalah bahwa Sulawesi 
Tengah telah dua kali mengikuti Pekan 
Olahraga Nasional (PON) ketika belum 
terbentuk menjadi provinsi. Penulis 
memfokuskan diri pada persoalan mengapa 
keikutsertaan Sulawesi Tengah pada PON IV  
Makassar dan PON V Bandung menjadi salah 
satu sebab terbentuknya Provinsi Sulawesi 
Tengah? Artikel penelitian ini adalah 
menganalisis keterkaitan antara keikutsertaan 
kontingen Sulawesi Tengah pada PON IV 
Makassar tahun 1957 dan PON V Bandung 
tahun 1961, dengan upaya-upaya politik yaitu 
terbentuknya Provinsi Sulawesi Tengah pada 
tahun 1964. 
Manfaat artikel hasil penelitian ini terdiri 
atas: 
1) Manfaat Praktis 
Secara substansif diharapkan memberikan 
sumbangan informasi dan data baru terkait 
sejarah olahraga di Sulawesi Tengah serta 
memberikan kontribusi bagi Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Tengah dalam upaya 
meningkatkan prestasi olahraga di Sulawesi 
Tengah. Peristiwa keikutsertaan Sulawesi 
Tengah pada PON IV dan PON V 
seyogianya dijadikan bahan pembelajaran 
sejarah di sekolah maupun perguruan 
tinggi, terutama konten lokal dan tema-
tema politik pada masa Orde Lama. Begitu 
juga materi pembelajaran tentang 
nasionalisme yang terbangun dalam arena 
olahraga di masa lalu. 
 
2) Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
berkontribusi pada pengembangan ilmu 
pengetahuan khususnya yang berkaitan 
dengan politik dan olahraga di Sulawesi 
Tengah serta memberikan kontribusi yang 
positif bagi kajian sejarah olahraga di 
Sulawesi Tengah 
METODE 
Penelitian ini menggunakan pendekatan 
sosiologi dan politikologi. Menurut 
Kartodirdjo, (1993, p. 87), pendekatan 
sosiologis, melihat suatu gejala dari aspek 
sosial yang mencakup hubungan sosial, 
interaksi, jaringan hubungan sosial, yang 
kesemuanya mencakup dimensi sosial 
kelakuan manusia. Sedangkan pendekatan 
politikologis perlu mengekstrapolasikan aspek 
politik kehidupan masyarakat yang mencakup 
hubungan kekuasaan, struktur kekuasaan, 
kepemimpinan, jenis-jenis otoritas, dan lain 
sebagainya.  
Pendekatan sosiologi dan politikologi 
dikombinasikan, antara lain bagaimana 
terjalinnya struktur sosial beserta jaringan 
hubungan sosialnya. Hubungan erat aspek 
sosial dan politik secara sinkronis dapat 
ditunjukkan. Penelitian sejarah terutama 
perkembangan kondisi sosial politik dijelaskan 
secara diakronis. Peritiswa PON IV di 
Makassar pada tahun 1957 dan PON V di 
Bandung tahun 1961, berhubungan dengan 
kondisi sosial politik Sulawesi Tengah tahun 
1946 sampai terbentuknya Provinsi Sulawesi 
Tengah pada tahun 1964. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Situsasi Politik 
Pada masa Negara Indonesia Timur 
(1946-1950), Sulawesi Tengah yang semula 
terdiri atas Afdeling Donggala dengan ibukota 
di Donggala dan Afdeeling Midden Celebes 
dengan ibukota di Poso, disatukan dengan 
nama Daerah Sulawesi Tengah. Daerah 
Sulawesi Tengah terbentuk berdasarkan 
Peraturan Pembentukan Daerah Sulawesi 
Tengah tanggal 2 Desember 1948 yang 
disahkan dengan penetapan Residen Manado 





tanggal 25 Januari 1948 No.R 21/1/4 (Kutoyo, 
1984, p. 153). 
Daerah Sulawesi Tengah yang dibentuk 
sejak NIT kemudian dibubarkan berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 33 Tahun 1952 tentang Pembubaran 
Daerah Sulawesi Tengah dan Pembagian 
Wilayahnya Dalam Daerah-Daerah Swatantra 
yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 
12 Agustus 1952, disusul dengan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 
Tahun 1953 tentang Mengubah Peraturan 
Pemerintah Nomor 33 Tahun 1952 (Peraturan 
Tentang Pembubaran Daerah Sulawesi Tengah 
dan Pembagian Wilayahnya Dalam Daerah 
Swatantra, Lembaran Negara Tahun 1952 
Nomor 47). Berdasarkan PP 33/1952 jo. PP 
1/1953 tersebut, maka Sulawesi Tengah kembali 
terbelah menjadi dua daerah yakni Daerah 
Donggala dan Daerah Poso. 
Pada perkembangan selanjutnya muncul 
gerakan Permesta yang mempengaruhi situasi 
politik di Sulawesi Tengah. Permesta 
(Perjuangan Rakyat Semesta) adalah nama 
suatu piagam yang dikeluarkan di Makassar 
pada tanggal 2 Maret 1957, salah satu 
tuntutannya adalah otonomi daerah. Piagam 
Permesta dibacakan oleh Saleh Lahade pada 2 
Maret 1957. Sebelumnya diawali dengan 
pengumuman (proklamasi) keadaan SOB 
(Staat van Oorlog en Beleg) yang 
ditandatangani dan dibaca Letkol Sumual 
menjelang subuh 2 Maret 1957 (Leirissa, 
1997, pp. 84–85). 
Pada 20 Juni 1957, pimpinan Permesta 
memproklamirkan pembentukan Provinsi 
Sulawesi Utara. Kongres Permesta yang 
dilaksanakan di Gorontalo memutuskan 
perbatasan provinsi Sulawesi Utara sama 
dengan keresidenan kolonial Manado, jadi 
meliputi baik Sulawesi Tengah maupun Utara. 
Sebagai gubernur provinsi baru itu, konperensi 
mengangkat H.D Manoppo (Harvey, 1989, p. 
94). Pembentukan Provinsi Sulawesi Utara 
oleh Permesta memicu ketegangan di kalangan 
elite sebagaimana laporan Ef Toripah tentang 
keadaan politik Sulawesi Tengah sebagai 
berikut: 
“Pada  pertengahan tahun 1957 
situasi Sulawesi Tengah berobah, 
dengan adanja tabrakan politik 
Permesta mengenai daerah otonomi 
tingkat I contra partai-2 politik 
lainnja jang masih mempertahankan 
konsepnja. 
Oleh Permesta segala konsep-2 
partai tersebut mengenai Sulawesi 
Tengah dilikwidasi, dan Sulawesi 
Utara/Tengah mendjadi daerah 
otonoom tingkat I, di bawah 
kekuasaan Gubernur Permesta. 
Meskipun demikian tidak begitu 
hangat di kalangan tokoh-2 partai 
politik yang menentang bleid dari 
pemerintah Permesta, karena 
kekuatan Permesta dan pendukung-
pendukungnja di Sulawesi Tengah 
tjukup menakutkan” (Haliadi-Sadi 
& Syawal, 2017, p. 61). 
 
Harvey (1989, pp. 98–99), 
mengemukakan, sejak pembentukan Provinsi 
Sulawesi Utara oleh Permesta, beberapa 
delegasi dari Sulawesi Tengah segera 
berangkat menjumpai pemerintah pusat untuk 
menyatakan ketidakpuasan mereka atas 
dimasukkannya Sulawesi Tengah secara 
sepihak ke dalam satu provinsi bersama 
Sulawesi Utara, dan menuntut status provinsi 
sendiri. Protes keras terjadi di Poso, Permesta 
mendapat perlawanan bersenjata dari GPST 
(Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah). Selain 
itu, penolakan juga ditunjukkan melalui arena 
olahraga. Pada bulan September 1957 atau 
sekitar tiga bulan setelah pembentukan 
Provinsi Sulawesi Utara Tengah oleh 
pimpinan Permesta, Sulawesi Tengah 
memberangkatkan kontingen ke Makassar 
untuk mengikuti PON sebagai bentuk protes 
atas sikap Permesta. 
Selanjutnya, terbit Peraturan Presiden 
No.5 tahun 1960 tentang Pembentukan 
Propinsi Administratif Sulawesi Utara dan 
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Propinsi Administratif Sulawesi Selatan 
Tenggara. Dilanjutkan dengan Perppu No. 47 
tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan 
Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah. 
Terbentuknya Provinsi Sulawesi Utara Tengah 
tidak menyurutkan perjuangan rakyat di 
Sulawesi Tengah untuk membentuk provinsi 
tersendiri. Salah satu upaya yang dilakukan 
adalah mengikuti PON V Bandung pada tahun 
1961 dengan mengatasnamakan Sulawesi 
Tengah. Perjuangan pembentukan Provinsi 
Sulawesi Tengah akhirnya terwujud pada 
tahun 1964 berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 2 
tahun 1964, yang kemudian disahkan dengan 
Undang-Undang No. 13 yang diundangkan 
pada tanggal 23 September 1964, dan berlaku 
surut pada tanggal 1 Januari 1964 (Lembaran 
Negara tahun 1964 No. 94). 
 
Sulteng Mengikuti PON IV dan PON V 
Salah satu peserta PON IV Makassar 
pada tahun 1957 adalah utusan atau kontingen 
Sulawesi Tengah. Sebanyak 250 orang dalam 
kontingen Sulawesi Tengah termasuk official 
berangkat ke Makassar dengan kapal 
Lematang dari Pelabuhan Donggala menuju 
Makassar untuk mengikuti PON IV Makassar 
(Abubakar, 2013, p. 24). Cabang olahraga 
yang diikuti kontingen Sulawesi Tengah di 
antaranya sepak bola. Sulawesi Tengah 
termasuk dalam Grup E bersama tim Aceh. 
Tetapi, Sulawesi Tengah terhenti di babak 
penyisihan grup. Pertandingan dua tim ini 
diselenggarakan pada 29 September 1957 
dengan hasil akhir, Sulawesi Tengah kalah 
dengan skor 7-0 (Indonesia - Pekan Olahraga 
Nasional, n.d.). Selain sepak bola, juga cabang 
olahraga atletik. Atletnya adalah Eddy 
Martono dari Banggai (Sadi et al., 2007, p. 
107).  
Belum ditemukan dokumen atau fakta 
pendukung tentang semua cabang olahraga 
yang diikuti oleh Sulawesi Tengah. Tetapi, 
jika ada 250 atlet dan official yang berangkat 
ke Makassar, maka kemungkinan ada beberapa 
cabang olahraga yang diikuti. Apalagi, sejak 
tahun 1950-an, beberapa cabang olahraga 
sudah berkembang di Sulawesi Tengah, seperti 
sepak bola, tenis lapangan, bulu tangkis, dan 
berkuda. 
Pada PON IV Makassar, Jakarta Raya 
tampil sebagai juara umum. Sedangkan 
kontingen Sulawesi Tengah belum mendapat 
satupun medali. Berikut daftar perolehan 
medali: 
 
Tabel 1. Perolehan Medali Pada PON IV 
Makassar 1957 
Daerah Emas Perak Perunggu 
Jakarta Raya 21 18 15 
Jawa Timur 16 18 8 
Jawa Tengah 15 9 15 
Jawa Barat 13 17 11 
Sumatera Utara 16 4 13 
Sulawesi Utara 9 10 10 
Sulawesi Selatan 4 6 10 
Kalimantan Barat 2 - - 
Sumatera Tengah 1 3 - 
Sumatera Selatan 1 1 2 
Sulawesi Tenggara 1 - - 
Maluku 1 3 2 
Riau - - - 
Sulawesi Tengah - - - 
Kalimantan Barat - - - 
Nusa Tenggara Timur - - - 
Nusa Tenggara Barat - - - 
Sumber: Bakhtiar (2015, p. 33) 
 
Setelah mengikuti PON IV di Makassar 
tahun 1957, Sulawesi Tengah kembali 
berpartisipasi pada PON V Bandung pada 
tahun 1961. Menurut Kol. Ibrahim Adjie, 
Ketua Umum PON-V, pesta olahraga nasional 
ini diikuti oleh 23 daerah. Peserta yang hadir 
pada PON V Bandung mencapai 5.533 orang 
yang bertanding pada 17 macam olahraga 
(Mimbar Penerangan edisi Oktober 1961). 
Dari 23 daerah tersebut, tercatat di antaranya 
adalah kontingen Sulawesi Tengah. Cabang 
olahraga yang diikuti Sulawesi Tengah di 
antaranya renang dan pencak silat.  
Sabogi Achmad, official tim PON V 
Bandung tahun 1961, pada waktu itu berumur 
24 tahun, menuturkan, diperintahkan menjadi 





tim manajer untuk cabang olahraga renang dan 
pencak silat oleh Andi Raga Pettalolo selaku 
ketua Kontingen Sulawesi Tengah. 
Perlombaan renang dilaksanakan di Jalan 
Cihampelas Bandung. Sedangkan 
pertandingan pencak silat di Gelanggang 
Olahraga Bandung. 
Pada PON V Bandung, tim pencak silat 
Sulawesi Tengah memberangkatkan 6 
pendekar dan 2 pemukul gendang di antaranya 
Yusuf (Palu), Toma Patoma (Palu), 
Yojombaso (Nunu, Palu), dan Hamzah Sunusi 
(Palu). Sedangkan atlet renang Sulawesi 
Tengah pada PON V Bandung ada 9 orang di 
antaranya Asmin Bakri (Palu), Sangkala 
Lasera (Palu), Kamaruddin (Donggala), Abd 
Rahim (Poso). (Wawancara Sabogi Achmad).  
Selain renang dan pencak silat, cabang 
olahraga yang diikuti oleh kontingen Sulawesi 
Tengah adalah sepak bola, tenis meja, tenis 
lapangan, bola voli, dan basket. Atlet sepak 
bola di antaranya Andi Ngaru Pettalolo yang 
sekaligus oficial dan Ambo Gelli berasal dari 
Donggala (Wawancara Sabogi Achmad). 
Pemain sepakbola dari Sulawesi Tengah pada 
PON V Bandung 1961 yakni Rusno, Said 
Baher, M. Jalil, Amir Repes, Ali Sidora, 
Hakim Habibu, Ambo Gelli, Galib Tahima, 
Syamsuddin Lasandra, Lukman Shok, Karno 
Wahid, Astun, Muslimn, Andi Ngarru 
Pettalolo selaku wasit (Foto koleksi Dinas 
Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu).  
Atlet tenis meja pada PON V Bandung 
di antaranya Mawi Kere yang berasal dari 
Maesa, Palu. Atlet tenis lapangan di antaranya 
Abd Rauf juga dari Palu. Sedangkan atlet 
basket adalah warga Palu keturunan Tionghoa 
karena basket sudah dimainkan di sekolah 
mereka (wawancara Sabogi Achmad). Adapun 
cabang olahraga bola voli, salah satu atletnya 
adalah Kamarollah Salewangi (Abubakar, 
2015, p. 100). Olahraga lainnya adalah anggar 
sebagaimana dikemukakan oleh Hj. Andi 
Rachma Pettalolo, putri pertama Andi Raga 
Pettalolo yang masuk dalam tim atlet anggar 
bersama Juharia Syukur, Altje, dan Salmah 
(guru SKKA Palu). Sedang pelatih anggar 
adalah Vicy Mawikere dan Kansil (Abubakar, 
2013, p. 28). 
Selain Sabogi Ahmad, official yang 
berangkat pada PON V Bandung adalah 
Ibrahim Pagessa yang merupakan Kepala 
SMA Negeri Donggala sekaligus menjabat 
Ketua PASI (Persatuan Atletik Seluruh 
Indonesia) Sulteng. Andi Raga Pettalolo yang 
pemimpin kontingen Sulawesi Tengah 
didampingi oleh W Suprapto (Kepala 
Djawatan Penerangan Kabupaten Donggala), 
Dandim Donggala Supardi, Djalaluddin dan 
Tambing (Abubakar, 2013, p. 27). Atlet yang 
berangkat berasal dari Poso,  Donggala, 
Tolitoli, dan Banggai. Tetapi, dari ratusan atlet 
paling banyak dari Palu dan Donggala 
(wawancara Sabogi Achmad). 
Setelah pertandingan yang dihelat selama 
sepekan, akhirnya kontingen Jawa Barat, tuan 
rumah keluar sebagai juara umum PON V. 
Sulawesi Tengah meraih satu medali perak 
pada cabang olahraga atletik (Abubakar, 2015, 
pp. 102–103). Berikut tabel perolehan medali 
pada PON V Bandung tahun 1961. 
 
Tabel 2. Perolehan Medali PON V Bandung 
1961 
Kontingen Emas Perak Perunggu 
Djawa Barat 41 25 21 
Djakarta Raya 25 26 19 
Djawa Timut 21 14 13 
Djawa Tengah 14 17 18 
Sumatera Utara 10 11 10 
Sulawesi Selatan/ 
Tenggara 
9 7 10 
Yogyakarta 7 11 15 
Sulawesi Utara 4 3 8 
Maluku 2 5 6 
Sumatera Barat 3 5 3 
Kalimantan Selatan 1 3 1 
Riau 1 1 2 
Atjeh - 2 1 
Bali - 2 1 
Nusa Tenggara 
Timur 
- 1 2 
Kalimantan Tengah  - 1 - 
Sulawesi Tengah - 1 - 
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Sumatera Selatan - - 2 
Nusa Tenggara 
Barat 
- - 1 
Irian Barat - - - 
Kalimantan Barat - - - 
Kalimantan Timur - - - 
Jambi - - - 
Sumber: Bakhtiar (2015, p. 35) 
 
Politik Olahraga 
Kehadiran kontingen Sulawesi Tengah 
pada PON IV di Makassar tahun 1957 
memiliki korelasi dengan situasi politik saat 
itu yaitu tindakan pimpinan Permesta yang 
membentuk Provinsi Sulawesi Utara pada 
tanggal 20 Juni 1957 atau tiga bulan sebelum 
pelaksanaan PON IV Makassar. Donggala dan 
Poso dimasukkan sebagai bagian dari Provinsi 
Sulawesi Utara bentukan Permesta. Padahal, 
pada saat bersamaan, elite di Sulawesi Tengah 
sedang berjuang membentuk Provinsi 
Sulawesi Tengah. Pendapat ini merujuk pada 
kenyataan bahwa pada tahun 1957 perjuangan 
pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah 
semakin bergairah, sebagaimana pendapat 
tokoh pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah, 
Rusdi Toana dan Abd. Karim Mbouw. 
Dikemukakan bahwa: 
“Boleh dikata di tahun 1957 itulah 
merupakan puncak dari perjuangan 
pergolakan penuntutan Propinsi 
Sulawesi Tengah dimana di Poso 
pada Desember 1957 dibentuk 
„Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah‟ 
(GPST) di bawah pimpinan Asa 
Bungkundapu dan kawan-kawan, 
yang menentang gerakan Permesta. 
Saya katakan bahwa di tahun 1957 
itu merupakan puncak karena di 
tahun itulah merupakan puncak 
pertarungan 8 (delapan) macam 
konsepsi mengenai Propinsi 
Sulawesi Tengah itu, dimana 
Pemerintah Pusat sulit menetapkan 
keputusannya.” (Sadi et al., 2007, p. 
58). 
 
Selain membentuk Provinsi Sulawesi 
Utara, pimpinan Permesta juga menghapus 
Keresidenan Sulawesi Tengah. Residen 
Koordinator Sulawesi Tengah pada waktu itu 
dijabat oleh H.D. Manoppo diangkat menjadi 
Gubernur Sulawesi Utara bentukan Permesta. 
Menurut (Kutoyo, 1984, p. 161), sejak tahun 
1956, di Palu ditempatkan seorang Residen 
Koordinator yang dijabat oleh H.D. Manoppo 
dengan wilayahnya meliputi tiga kabupaten 
yakni Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso 
dan Kabupaten Gorontalo. Tetapi, kemudian 
H.D. Manoppo diangkat menjadi Gubernur 
Sulawesi Utara bentukan Permesta pada tahun 
1957. Pimpinan Permesta juga menghapuskan 
Keresidenan Sulawesi Tengah di Palu. Oleh 
karena itu, atlet yang mengatasnamakan 
Sulawesi Tengah pada PON IV Makassar 
kemungkinan mewakili Keresidenan Sulawesi 
Tengah yang pada saat itu mencakup 
Donggala, Poso, dan Gorontalo. 
Perjuangan pembentukan Provinsi 
Sulawesi Tengah melalui arena olahraga 
dengan mengikuti PON IV Makassar pada 
tahun 1957, tidak segera terwujud. Malah, 
pada tahun 1960, Pemerintah Pusat hanya 
membentuk dua provinsi di Sulawesi yaitu 
Sulawesi Utara Tengah dan Provinsi Sulawesi 
Selatan berdasarkan Peraturan Presiden No.5 
tahun 1960. Dilanjutkan dengan Perppu No. 47 
tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara dan 
Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah. 
Maka, perjuangan pembentukan Provinsi 
Sulawesi Tengah melalui arena olahraga 
semakin gencar di antara upaya politik 
lainnya. Pada tahun 1961, atau beberapa bulan 
setelah terbentuknya Provinsi Sulawesi Utara 
Tengah, kontingen Sulawesi Tengah kembali 
tampil pada PON V Bandung. Kehadiran 
kontingen yang mengatasnamakan Sulawesi 
Tengah menimbulkan pro-kontra sejak hendak 
berangkat menuju Kota Bandung. 
Menurut kesaksian Abdul Djalil ketika 
itu dua panitia Ahmad Yahya dan Abdullah 
Nento baru saja membeli tiket kereta api 
tujuan dari Surabaya ke Bandung untuk 300 





orang, tiba-tiba ada radiogram dari Sunandar 
selaku Panglima Kodam Merdeka di Manado 
menyatakan tidak mengizinkan delegasi nama 
Sulteng. Belum lagi kontingen PON dari 
Sulawesi Utara yang menghalang-halangi 
kontingen Sulawesi Tengah agar gagal ke 
Bandung, maka terjadi ketegangan. Akibatnya, 
kontingen sempat tertahan beberapa hari di 
Asrama Haji Surabaya ketika itu disebut 
Asrama Haji Kranggang di Jl. Kranggang. 
Maka Abdullah Nento pun mengembalikan 
semua tiket sehari menjelang jadwal 
keberangkatan kereta api dengan konsekwensi 
dipotong 20 persen (Abubakar, 2013, p. 25).. 
Adanya tekanan tersebut, menurut Abdul 
Azis Ranroe, ketika itu Andi Raga Pettalolo 
selaku pimpinan kontingen berangkat ke 
Jakarta menemui R Maladi, selaku Menteri 
Penerangan sebagai cara diplomasi. Dalam 
pertemuan dengan R Maladi, Andi Raga 
Pettalolo menyampaikan berbagai argumentasi 
dan harapan agar kontingen Sulteng diikutkan 
dalam PON dan hal ini terwujud. Menurut 
Abdul Djalil, atlet yang menunggu di 
Surabaya sempat mempersenjatai dirinya 
dengan pisau untuk berjaga diri bila saja ada 
yang menyerang ke asrama penampungan. 
“Bayangkan saja masing-masing atlet itu 
memiliki pisau untuk membela diri kalau ada 
yang menyerang. Saking banyaknya pisau 
yang dibeli, pedagang di pasat waktu itu 
sempat kaget, karena didatangi orang yang 
memborong ratusan pisau,” kenang Abdul 
Djalil (Jamrin Abubakar 2013:26).  
Cerita itu dibenarkan Azis Randroe, 
bahkan ia sendiri menyelipkan pisau di sepatu 
dan badik di pinggangnya yang sengaja 
dibawa dari Donggala. Tapi, kata Aziz 
Randroe, untungnya saja tidak terjadi hal-hal 
yang tidak diinginkan. Menurut Abdul Djalil, 
hal itu dlakukan karena sudah tekad lebih baik 
mati dan terkubur di kampung orang daripada 
pulang membawa malu tidak bisa tampil di 
arena PON.  
Sabogi Achmad, tim manajer cabang 
olahraga pencak silat dan renang yang ikut 
dalam kontingen Sulawesi Tengah pada PON 
V Bandung menuturkan: “Saya diperintahkan, 
tim pencak silat ada enam orang bawa pisau 
semua. Berjaga-jaga jangan nanti ada yang 
diculik. Saya di luar gedung Asrama Haji 
Granggang Surabaya pura-pura sebagai tukang 
becak”. 
Sekembali Andi Raga Pettalolo dari 
Jakarta dan mendapat jaminan dari Maladi, 
maka kontingen PON Sulteng diizinkan 
menjadi salah satu peserta PON di Bandung 
dan tak ada lagi yang berani menghalang-
halangi (Abubakar, 2013, p. 27). Dua hari 
jelang pembukaan PON, kontingen Sulawesi 
Tengah akhirnya berangkat dari Surabaya ke 
Bandung mengunakan kereta api malam. 
Setibanya di Bandung diadakan utusan 
Sulawesi Tengah konsultasi dengan pimpinan 
pusat PON. Sulawesi Tengah akhirnya 
disahkan berdiri sendiri dengan bendera 
sendiri. Meskipun Sulawesi Utara Tengah 
masih sempat melontarkan penolakan pada 
saat kongres di Jalan Setiabudi Bandung 
(wawancara Sabogi Achmad). 
Kamarollah Salewangi, salah satu atlet 
Sulawesi Tengah yang mengikuti PON V 
Bandung mengatakan: “Setiba kami di 
Bandung, barulah membeli baju kaos dan 
memasang merek di punggung dengan tulisan 
Sulteng dengan cara pakai spoit. Sementara 
atlet dari Manado di punggung bajunya tertulis 
Sulutteng (Sulawesi Utara Tengah), padahal 
kami dari Sulteng sudah tidak mau bergabung 
dengan mereka dengan atlet dari Sulawesi 
Utara. Kami sempat mengatakan pada mereka 
agar jangan pakai nama Sulutteng, karena 
Sulteng sudah berdiri sendiri tim atletnya. 
Secara kebetulan dalam pertandingan bola 
voli, regu kami atas nama Sulteng melawan 
atlet voli dari Sulawesi Utara yang membawa 
sebutan Sulutteng. Hasilnya kami yang 
menang, di situlah terbukti kalau selama ini 
memang para atlet dari Sulteng yang 
membawa atas nama Sulawesi Utara Tengah 
lebih kuat, sehingga wajar kalau berdiri 
sendiri” (Abubakar, 2015, pp. 100–102).  
Lambang Sulawesi Tengah yang sampai 
sekarang digunakan dikibarkan pada waktu 
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parade atlet. Atlet juga tahu bahwa 
keikutsertaan Sulawesi Tengah pada PON V 
Bandung ini adalah bagian perjuangan 
Provinsi Sulawesi Tengah. “Waktu itu masih 
Sulawesi Utara Tengah. Provinsi Sulawesi 
Tengah belum terbentuk. Jadi, kami 
„membolos‟ untuk memperjuangkan Provinsi 
Sulawesi Tengah. Untuk menggolkan 
perjuangan mahasiswa di Jakarta kami barengi 
dengan olahraga,” (wawancara Sabogi 
Achmad). 
Uraian tersebut di atas menunjukkan 
bahwa kehadiran kontingen Sulawesi Tengah 
pada PON V Bandung tahun 1961 bukan 
sekadar mengejar prestasi olahraga. Lebih dari 
itu, membawa misi politik yakni 
memperjuangkan terbentuknya Provinsi 
Sulawesi Tengah, berpisah dari Provinsi 
Sulawesi Utara Tengah yang beribukota 
Manado (Wawancara Sabogi Achmad).  
Keterkaitan antara keikutsertaan 
Sulawesi Tengah dengan tujuan politik juga 
dapat diamati dari tokoh-tokoh yang 
menggerakkan atau terlibat dalam keikusertaan 
daerah ini pada PON IV dan PON V. Tokoh 
olahraga tersebut adalah Andi Raga Pettalolo, 
Abdullah Nento, W. Suprapto, Supardi, S 
Tambing, Djalaluddin Lembah, Andi Ngaru 
Pettalolo, Ibrahim Pangessa. Sedangkan atlet 
di antaranya Kamarollah Salewangi (tim bola 
voli), Abdul Azis Ranroe (atlet bola 
keranjang), Sutje Borman (tenis meja), A. 
Rahma Pettalolo, Djuharia Syukur dan Salmah 
(anggar), dan Abdul Djalil (tim sepak bola). 
(Lukman Nadjamuddin, dkk, 2014:29-30). 
Dari beberapa tokoh dan atlet tersebut, 
beberapa di antaranya dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 
1) Andi Raga Pettalolo yang menjadi official 
kontingen PON V Bandung adalah bekas 
Anggota DPRD Sulawesi Tengah ketika 
Poso dan Donggala masih disatukan dalam 
Daerah Sulawesi Tengah pada tahun 1950-
1951. Menurut Abubakar (2013, pp. 29–
30), Andi Raga Pettalolo adalah tokoh 
Masyumi di Sulawesi Tengah dan pernah 
menjabat Kepala Distrik di Sabang dan 
kemudian di Donggala sekitar tahun 1947-
1950.  
2) Abdullah Nento adalah salah satu tokoh 
pengurus Gerakan Penuntut Propinsi 
Sulawesi Tengah (GPPST). Beliau juga 
yang menjadi delegasi GPPST bersama 
Hasan Ibrahim membawa suatu pernyataan 
ke Pemerintah Pusat terkait pembentukan 
Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 1957. 
3) S Tambing merupakan seorang kelahiran 
Toraja yang menjadi anggota DPR Pusat 
pada waktu itu, juga sebagai tokoh GPPST 
yang getol mempejuangkan terbentuknya 
Provinsi Sulawesi Tengah di Jakarta (Sadi 
et al., 2007, pp. 54–57). 
4) Djalaluddin Lembah adalah pimpinan 
BKMPST yang memperjuangkan 
pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah. 
5) A. Rahma Pettalolo, putri Andi Raga 
Pettalolo yang menjadi atlet anggar pada 
PON V Bandung adalah pernah menjadi 
Ketua Partai Syarikat Islam Indonesia. 
Perempuan kelahiran 11 Juli 1941 ini 
pernah menjadi anggota DPRD Sulawesi 
Tengah periode 1999-2004. 
Dari uraian tersebut, maka tokoh yang 
terlibat dalam PON IV dan PON V, di 
antaranya juga merupakan tokoh perjuangan 
pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah. Oleh 
karena itu, sulit dibantah bahwa keikutsertaan 
Sulawesi Tengah pada PON IV dan PON V 
tidak terkait dengan perjuangan pembentukan 
Provinsi Sulawesi Tengah. 
Berbagai upaya dilakukan oleh elite dan 
juga atlet di daerah ini untuk membentuk 
provinsi baru terwujud pada tahun 1964 
dengan terbitnya Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 13 tahun 1964 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang No. 2 tahun 1964 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi 
Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi 
Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang 
No. 47 Prp tahun 1960 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan 
Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara 
(Lembaran Negara Tahun 1964 No. 7) menjadi 







1964/UU0131964.pdf diakses 29 Maret 2020 
pukul 12.38 Wita). Wilayahnya meliputi: 
- Kabupaten Poso : 24.122 Km2 
- Donggala : 23.497 km2 
- Banggai : 13.163 Km2 
- Buol Tolitoli : 7.261 Km2. 
Pada tanggal 13 April 1964, di Palu 
dilangsungkan upacara serah terima Daerah 
Keresidenan Koordinator Sulawesi Tengah 
dari Gubernur J.F Tumbelaka selaku bekas 
penguasa Sulawesi Utara Tengah kepada 
Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah yang 
pertama, sesuai dengan Keputusan Presiden 
Republik Indonesia No. 36 tahun 1964 tanggal 
13 Pebruari 1964 (Kutoyo, 1984, p. 156). 
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
Kesimpulan 
Keikutsertaan Sulawesi Tengah pada 
PON IV Makassar tahun 1957 dan PON V 
Bandung tahun 1961 adalah wujud nyata 
peranan atlet dalam pembentukan Provinsi 
Sulawesi Tengah. Kesimpulan tersebut 
didasarkan pada kondisi politik sebelum dan 
setelah Sulawesi Tengah mengikuti dua 
kejuaraan multievent tingkat nasional tersebut. 
Sebelum mengikuti PON IV Makassar 
1957, pimpinan Permesta membentuk Provinsi 
Sulawesi Utara dan memasukkan Sulawesi 
Tengah sebagai bagian wilayahnya. Padahal, 
rakyat Sulawesi Tengah menginginkan 
provinsi tersendiri. Oleh karena itu, sikap 
Permesta memunculkan protes, salah satunya 
diwujudkan di arena PON IV Makassar.  
Tetapi, perjuangan para elite politik dan atlet 
Sulawesi Tengah tahun 1957 yang 
menginginkan Provinsi Sulawesi Tengah tidak 
segera terwujud. Malah, Pemerintah Pusat 
membentuk dua provinsi di Sulawesi yakni 
Sulawesi Selatan dan Tenggara, serta Provinsi 
Sulawesi Utara dan Tengah pada tahun 1960. 
Maka, sekali lagi, Utara dan Tengah 
digabungkan dalam satu provinsi oleh 
pemerintah pusat, sama dengan yang telah 
dilakukan Permesta sebelumnya. 
Setelah terbentuk Provinsi Sulawesi 
Utara dan Tengah pada tahun 1960, 
perjuangan pembentukan Provinsi Sulawesi 
Tengah tidak surut. Elite politik di Sulawesi 
Tengah terus mendorong Pemerintah Pusat 
agar dibentuk Provinsi Sulawesi Tengah. Salah 
satu sarana perjuangan adalah mengikuti PON 
V Bandung tahun 1961 dengan 
mengatasnamakan Sulawesi Tengah. 
Keikutsertaan Sulawesi Tengah pada PON IV 
dan PON V selain sebagai alat perjuangan 
pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah, juga 
dapat dianggap sebagai integrasi politik. Selain 
itu, juga tidak terlepas dari ingatan kolektif 
rakyat Sulawesi Tengah tentang teritorial 
Sulawesi Tengah sejak masa Negara Indonesia 
Timur (NIT). 
Pada masa NIT tahun 1946-1950, 
Sulawesi Tengah menjadi satu dari 13 daerah 
di Indonesia timur. Kedudukannya sama 
dengan Sulawesi Selatan, Minahasa, Sangihe 
dan Talaud, Sulawesi Utara, Bali, Lombok, 
Sumbawa, Flores, Sumba, Timor dan 
kepulauan sekitarnya, Maluku Selatan, dan 
Maluku Utara. Bahkan, telah terbentuk DPRD 
Sulawesi Tengah yang berkedudukan di Poso 
pada tahun 1950-1951 yang terdiri atas wakil-
wakil Afdeling Poso dan Afdeling Donggala, 
termasuk di dalamnya wakil dari Tolitoli dan 
Banggai. 
Atlet dan elite politik bersama-sama 
memperjuangkan pembentukan Provinsi 
Sulawesi Tengah. Bahkan, beberapa elite 
politik Sulawesi Tengah yang berjuang 
membentuk Provinsi Sulawesi Tengah, juga 
terlibat sebagai official pada PON IV 
Makassar dan PON V Bandung. Artinya, elite 
politik memainkan peran ganda sebagai 
politisi sekaligus pemerhati olahraga. Begitu 
juga atlet yang kemudian menduduki posisi 
dalam pemerintahan maupun di partai politik. 
Berbagai upaya yang dilakukan oleh 
elite politik dan juga atlet di daerah ini untuk 
membentuk provinsi akhirnya terwujud pada 
tahun 1964 dengan terbitnya Undang-Undang 
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Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1964 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1964 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I 
Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I 
Sulawesi Tenggara dengan Mengubah 
Undang-Undang No. 47 Prp tahun 1960 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I 
Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I 
Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara 
Tahun 1964 No. 7) menjadi undang-undang. 
Wilayah Sulawesi Tengah meliputi empat 
daerah yakni Donggala, Poso, Buol Tolitoli, 
dan Banggai. Dengan demikian, maka 
ketegangan-ketegangan politik yang terjadi di 
Sulawesi Tengah mengarah pada equilibrium 
dengan terbentuknya Provinsi Sulawesi 
Tengah sebagai sebuah konsensus dan 
sekaligus integrasi politik. 
 
Rekomendasi 
Penelitian sejarah olahraga di Sulawesi 
Tengah dalam kaitan dimensi sosial, politik, 
dan ekonomi masih sangat minim. Oleh karena 
itu diperlukan penelitian lebih lanjut. Arsip 
kegiatan berolahraga juga perlu ditata dengan 
baik oleh lembaga pemerintah untuk 
memudahkan penulisan sejarah olahraga di 
masa yang akan datang. Ke depan 
keikutsertaan Sulawesi Tengah pada PON IV 
dan PON V perlu diletakkan dalam lintasan 
sejarah perjuangan pembentukan Provinsi 
Sulawesi Tengah agar menjadi ingatan 
kolektif. Sebab, olahraga olahraga menjadi alat 
perjuangan pembentukan Provinsi Sulawesi 
Tengah. Dengan demikian, maka olahraga 
tidak lagi dipandang hanya sebagai kegiatan 
fisik atau rekreasi semata, tetapi juga memiliki 
dimensi politik yang dalam penelitian ini 
disebut politik olahraga. Selain itu, olahraga 
dapat menjadi alat perjuangan dan integrasi 
politik.  
Pemerintah Sulawesi Tengah hendaknya 
menempatkan budaya olahraga sebagai 
prioritas pembangunan guna meningkatkan 
prestasi dan kesejahteraan pelaku olahraga, 
serta membuat peraturan daerah tentang 
keolahragaan sebagai turunan UU No.3 Tahun 
2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. 
Peristiwa keikutsertaan Sulawesi Tengah pada 
PON IV dan PON V seyogianya dijadikan 
bahan pembelajaran sejarah di sekolah 
maupun perguruan tinggi, terutama konten 
lokal dan tema-tema politik pada masa Orde 
Lama. Begitu juga materi pembelajaran 
tentang nasionalisme yang terbangun dalam 
arena olahraga di masa lalu. 
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